
 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  1  TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23    

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka   

Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan 

hutan; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan  Gubernur  

Nomor : 188/51.K/KPTS/013/2016 tentang  Pembatalan 

3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Madiun,  maka Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Penatausahaan Hasil Hutan perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Penatausahaan Hasil Hutan; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 



 -  2  - 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,      

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta         

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950      

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar 

Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran      

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3244); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2009    

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang    Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan   Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008     

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4814);  

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  6884/Kpts-II/2002 

tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri 

Primer Hasil Hutan Kayu; 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :              

P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Hutan Hak; 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :                            

P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 

Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri 

Primer Hasil Hutan Kayu; 
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12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :          

P.24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin 

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha 

Industri Primer Hasil Hutan; 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016             

Nomor 1/C); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN                   

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN                    

NOMOR  06  TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN   

HASIL HUTAN. 

 

Pasal 1 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Penatausahaan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2013 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 23 Januari 2017 

 

       WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

      H. SUGENG RISMIYANTO 

 

Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal  23 Januari 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

MAIDI 

 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 

NOMOR  1/D 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1 001 

 
 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      

09-1/2017 

 


